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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN WALI 

MUJBIR MENIKAHKAN WANITA HAMIL KARENA ZINA 

DENGAN PRIA YANG TIDAK MENGHAMILI 

 

  
A. Analisis Hasil Penelitian Kasus Terhadap Tindakan Wali Mujbir  

Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak 

Menghamili di Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng 

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. 

 

Hasil penelitian di lapangan adalah  Berdasarkan kronologinya adalah 

latar belakang keluarga AT dipandang baik dan dari kalangan keluarga 

terhomat (gaya hidup yang tinggi) oleh sebagian masyarakat daerah 

Klingsingan yang mengenalnya. Sedangkan, keluarga AR berasal dari 

kalangan keluarga biasa. Dalam keluarga AT dikaruniai dua seorang anak. 

Kedua anaknya kakak (laki-laki) dan adik (perempuan) sama-sama menikah 

akibat perzinahan. Penulis, menceritakan si adik yang melakukan perbuatan 

tersebut. Awalnya, TR adalah murid yang baik, akan tetapi seiring 

lingkungan dirumahnya yang menerapkan pergaulan yang bebas dan minim 

dengan agamanya, sehingga mengubah dirinya menjadi tidak baik. Layaknya 

yang lagi gaya hidup muda-mudi di masa SMA adalah masa cinta abu-abu, 

maksudnya hanya melampiaskan cintanya kepada lawan jenisnya tanpa ada 

kejelasan dalam tujuan yang sakral dan abadi yaitu pernikahan. Mereka 

hanya ingin bersenang-senang dan melakukan yang dilarang oleh ajaran 

agama Islam yaitu ‚pacaran‛ tanpa ikatan yang sah. Penulis akan 

menceritakan sedetail mungkin. Awalnya TR dan AR adalah dua sejoli yang 
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menjalin cinta dan kasih di masa SMA (Sekolah Menengah ke Atas). TR dan 

AR keduanya mulai menjalin hubungan khusus, ketika itu umur mereka 

berdua 18 tahun dan keduanya duduk dibangku kelas 3. Dengan umur seperti 

itu adalah dimana seorang anak mencari jati diri dan proses penjajakan 

dalam menempuh kedewasaannya, dan melakukan kehendaknya sesuai 

emosinya. Setelah berpacaran 1 tahun kurang lebih lamanya, akhirnya terjadi 

kehamilan yaitu hamil di luar nikah. Akhirnya mereka berdua memutuskan 

menikah akibat perbuatannya itu jadi bahan pembicaraan di lingkungannya. 

Awal mulanya AR ingin menikahi TR, akan tetapi AT tidak mensetujui 

pernikahan tersebut. Pada akhir bulan september 2014, pernikahan sah antara 

AG dan TR. Ketika itu, masa kehamilannya sudah mencapai umur 5 bulan. 

Dan pada akhir bulan september 2014 pernikahan sah antara AG dan TR, AG 

adalah lelaki pilihan AT untuk dinikahkan oleh TR. AG mengetahui yang 

akan dinikahinya ini sudah hamil,  tetapi AG sudah siap untuk menikahi dan 

menerima TR sebagai pendamping hidupnya. Akan tetapi AG tidak 

mengetahui bahwa TR melakukannya dengan keterpaksaan yang sangat luar 

biasa dan kebencian yang mendalam terhadap AG atau tidak mensetujui atas 

pernikahan tersebut. Dalam perknikahan tersebut TR ingin membatalkan 

pernikahan yang dipilihkan atau dijodohkan untuknya. AT memaksa TR 

untuk menandatangani persetujuan menikah di KUA Gubeng dengan AG, 

supaya tercapai keinginan ayah untuk  mendapatkan keturunan yang baik.  
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Penulis, menganalisis yang mengenai kasus ini bahwa adanya 

perselisihan antara orang tua dan anak atas pernikahan tersebut. Salah satu 

penyebabnya adalah keinginan orang tua menikahkan anaknya kepada yang 

sederajat dengannya tanpa persetujuan calon pengantin wanita dan 

memaksa untuk menandatangani persetujuan menikah di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Gubeng. Tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang ini 

setingkat atau sederajat menjadi kriteria pertama dalam memilih jodoh. 

Kedua, permasalahannya calon mempelai wanita ini sudah hamil dengan 

orang lain dan masa kehamilannya ketika itu berusia lima bulan, dan mau 

dinikahkan dengan orang yang bukan menghamili. Pernikahan dilaksanakan 

pada akhir bulan september 2014, masa perjalinan pacaran masih berusia 

satu tahun dengan yang menghamili. Pria yang tidak menghamili ridha 

akan pernikahan tersebut. Umur yang masih belia yang seharusnya 

melanjutkan sekolah justru harus menikah dini. Pernikahan yang berawal 

dari keterpaksaan, selalu berujung tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

Kehidupan di zaman sekarang ini pastilah orang tua ikut campur 

didalamnya. Sehingga yang terkait keseluruhan dalam diri anak orang tua 

yang berhak mengaturnya. Serta objek penyebab disini sebenarnya peran 

utama orang tua. Hilangnya kontrol dari orang tua mengakibatkan 

penyimpangan sosial, yang dapat mempengaruhi kepribadian anak terutama 

pendidikan moral dan etika yang harus diterapkan.  
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir  Menikahkan 

Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak Menghamili. 

 

Menguraikan kembali dalam menganalisis hukum Islam terhadap 

tindakan wali mujbir menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria 

yang tidak menghamili lebih dalam mengenai kasus ini. Pertalian 

kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari 

perkawinan sah. Maka, wali dalam pernikahan adalah salah satu syarat 

sahnya nikah. Wali mujbir  di zaman sekarang ini cenderung mementingkan 

kebutuhan primer, daripada kebutuhan sekunder. Sehingga perkawinan 

tersebut tidak sesuai dengan hakikat tujuan.  

Dua tujuan yaitu secara primer dan sekunder sering tidak dipahami 

oleh masyarakat Indonesia, karena di zaman sekarang tujuan sekunder lebih 

diutamakan daripada tujuan primer, sehingga terkadang sebuah perkawinan 

terhadapat hak-hak diantara kedua mempelai ada yang tidak terpenuhi, 

sebagai contoh adanya persetujuan gadis dalam memilih pasangannya. 

Orang tua terutama ayah sebagai wali mujbir tidak jarang memaksa 

anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Padahal, yang akan 

menjalani kehidupan bersama lelaki adalah si gadis bukan si ayah. 

Pertama, seharusnya sebagai wali tidak menghalangi pernikahan 

yang seharusnya dilaksanakan, serta menghindari kepentingan pihak yang 

lain ikut campur didalamnya dapat merugikan orang lain, karena hanya 

menutupi aib dan keturunan (nasab) semata. Sebagaimana firman Allah 

SWT surah al-Baqarah ayat 232 : 
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Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya. (QS. Al-Baqarah :232).
1
 

 

Maksut ayat di atas adalah menjelaskan bahwa larangan 

menghalangi perkawinan dengan suaminya. Pemberlakuan hak ijba>r dalam 

analisis kasus ini tidak sesuai dengan persyaratan sebagai wali mujbir, 

dikarenakan adanya permusuhan antara wali dengan calon pengatin wanita. 

Jika, adanya tanggungjawab dari pria yang menghamili itu justru cukup 

membuktikan bahwa ia mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Kemudian, obyek terkait dalam kasus ini adalah wanita hamil atau wanita 

yang kehilangan keperawanannya.  

Orang yang boleh dipaksa dengan wali mujbir  sebagai berikut. 1) 

Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, 

seperti anak kecil dan orang gila. 2) Wanita yang masih perawan tetapi 

telah balig dan berakal. 3) Wanita yang telah kehilangan perawanannya, 

baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.
2
 Ulama Mazhab Maliki 

menetapkan, wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali al-mujbir. 

Berbeda dengan jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang 

telah kehilangan perawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa 

menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak 

bersuami lagi. Mazhab Syafi’i menetapkan, wanita yang hilang 

                                                           
1
 Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

56. 
2
 Abdul Ghofur Anshori, Perkawinan Islam Perspektif  Fikih dan Hukum Positif, ( Yogyakarta: 

UII Press, 2011), 40. 
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keperawanannya dengan jalan zina atau (walaupun dengan benda lain ) 

hukumnya sama seperti janda.
3
 Mazhab Hanafi juga mengomentari hadith 

yang seakan-akan berbeda dengan pendapat beliau, salah satunya hadith 

berikut ini : 

للَّوِ صَلَي اللَّوَ عَليْوِ وَسَلَّمَ : )لَا تُ نْكَوُ الَأ يََُّّ حَتََّّ وَعَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ رَضِيَ اللّوُ عَنْوُ رَسُوْلُ ا
 تُسْتَأْمَرَ,وَلَا تُ نْكَحُ الْبِكْرُ حَتََّّ تُسْتَأْذَنَ قاَ لُوا:َ انَّ رَسُوْلُ اللَّوِ, وكََيْفَ اِذْنُ هَا ؟ قاَلَ : أَنْ 

   (تَسْكُتَ( )رَوَاهُ وَابَُ وْ دَاوُدْ 

                            

‚Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: ‚Seorang janda tidak boleh 

dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak 

boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.‛ Mereka 

bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: 

‚Ia diam.‛
 4
 (HR. Abu Dawud). 

 

هَا وَالْبِكْرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسْ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّوِ صَلَي اللَّوُ عَلْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ الَأيََُّّ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا مِنْ وَ  ليِ ِّ
  تَسْتَأْمَرُ بنَِ فْسِهاَ وَاذْنُ هَا صَمَاتُ هَا.رَوَاهُ أَبِ دَاوُدْ 

‚Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda 

:‛janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada 

gadis perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah 

diam‛.
 5
 (HR.Abi@ Da@wud). 

 

Dari kedua hadith ini menunjukkan bahwa janda tidak boleh 

dinikahkan kecuali dimintai persetujuannya, karena janda lebih berhak atas 

dirinya dari pada walinya. Seorang janda jika ia ingin menikah, maka hanya 

dimintai izinnya. Jika dia mengungkapkan rasa ridhanya dengan perkataan 

yang jelas, berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan, 

                                                           
3
 Husen Ibrahim, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), 85. 

4
 Abi@ Da@wud Sulaiman, Sunanu ..., 1377. 

5
 Ibid., 1377. 
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 الث َّيِّبُ تَ عْرِبُ عَنْ نَ فْسِهَا 
‚Seorang janda mengungkapkan mengenai keinginan dirinya‛ 

Maksudnya dia ungkapkan pendapatnya dan apa yang ada di dalam 

lubuk hatinya yang berupa rasa ridha atau penolakan. Tidak hanya cukup 

dengan diam, dan jangan sampai diam menjadi tanda keridhannya, karena 

keridhaan adalah sesuatu yang alternatif di dalam dirinya.  

Penulis berpendapat bahwa obyek wanita hamil dalam kasus ini 

adalah disamakan  janda. Dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 tentang 

Larangan Kawin pada poin b mengatakan bahwa ‚Dilarang melangsungkan 

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan 

tertentu : b) seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘iddah dengan 

pria lain.
6
   

Nikah, salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami 

istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan 

keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas 

bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di 

atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT 

terhadap hamba-Nya.
7
 Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut 

diperlukan adanya landasan yang kuat dan kokoh dalam membentuk dan 

menjaga ketentuan keluarga. Rasa saling menyayangi, saling mengerti, 

saling mempercayai, serta menutupi atau memenuhi kebutuhan masing-

                                                           
6
 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. 

7
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4,  Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 

2006, 1329. 
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masing adalah merupakan beberapa sikap yang dapat dijadikan dasar untuk 

membentuk keluarga seperti yang dirumuskan dalam tujuan perkawinan 

tersebut.
8
 

Islam telah menentukan cara penyaluran naluri seks melalui 

lembaga perkawinan. Oleh sebab itu, penyaluran naluri seks di luar 

perkawinan yang sah adalah bertentangan dengan cara yang ditentukan 

dalam Islam.
9
 Itulah sebabnya zina dilarang keras dalam Islam. 

Sebagaimana firman Allah surat al-Isra>’ ayat 32: 

                           

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.  10
(QS.al-

Isrâ’:32). 

 

Untuk mentolerir kasus tindakan wali mujbir  terhadap wanita 

hamil ini maka penulis berdasarkan pada mazhab Hanbali dan mazhab 

Maliki sebagai berikut. Mazhab Hanbali dan mazhab Maliki adalah bahwa  

wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh pria yang menghamilinya, 

terlebih  lagi pria yang tidak menghamilinya sebelum lahir kandungannya. 

Sebab dia itu terkena ‘iddah. Mazhab Hanbali berpendapat ‘iddah  wanita 

hamil adalah  ‘iddah hamilnya belum selesai kecuali setelah melahirkan, 

tidak sah untuk dinikahi oleh orang yang tidak menghamilinya sampai ia 

melahirkan Selain itu tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki menikahi 

                                                           
8
 Effy Setiawati, Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar, (Bandung : Kepustakaan Eja Insani, 

2005), 33. 
9
  H.E. Hassan Saleh, Kajian Fikih Nabawi Dan Fikih Kontemporer, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), 435. 
10

  Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

429. 
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perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah dari lak-laki lain.
11

 

sebagaimana kesepakatan seluruh ahli fiqh. Sebagaimana firman Allah 

surah ath-Thala@q ayat 4 : 

                 

‚Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya‛  12 (QS:65 :4). 

 

Mazhab Maliki berpendapat ‘iddah  wanita hamil adalah dengan 

tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan.
13

 Syarat sah yang harus 

dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk menikahi wanita hamil karena 

zina adalah Mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat menikahi wanita 

hamil karena zina adalah telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, 

telah habis masa iddahnya.  Jika ia hamil iddahnya habis dengan 

melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan 

hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan 

zina.
14 Mazhab Maliki adalah bahwa wanita yang berzina, baik dasar suka 

sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra15. Bila akad 

nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib 

difasakh.
16

 Akad ini harus dibatalkan berdasarkan hadits : 

 

                                                           
11

 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Pernak-Pernik Hukum ..., 151-152. 
12

 Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  

946. 
13

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 9..., 145. 
14

 Memed Hamaedillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya , ( Jakarta: Gema 

Insani Press, 2002), 38. 
15

 Istibra artinya pengosongan rahim. 
16

 Memed Hamaedillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya ..., 37. 
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 مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِللَّو وَالْيَ وْمِ الْاّخِرِ, فَلاَ يَسْقِيَْْ مَاءَهُ زرِعَْ غَيْْهِِ 
Barangsiapa yang beriman kepada Allah Swt dan hari kiamat, maka 

jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang 

lain.
17

 

 

Maksud dari hadits di atas haram menggauli perempuan yang 

tengah hamil  atau masih ‚janin milik orang lain‛. Untuk memperkuat 

hadits pertama ada hadits lain juga menjelaskan tentang haramnya 

menggauli wanita hamil adalah sebagai berikut. Akan tetapi jika calon 

mempelai suami tidak mengetahui yang akan dinikahinya itu hamil, dan 

mengetahuinya setelah menikah maka bisa dibatalkan pernikahannya. 

Sebab seseorang itu tidak boleh menyiram di atas tanaman orang lain. 

Hadis Nabi saw :  

لُّ لِامْرئٍِ يُ ؤْمِنُ باِ للّوِ وَالْيَ وْمِ الّاخِرِ انَْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرعَْ غَيْْهِِ                      لَا يََِ  
Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir 

menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri 

orang lain).Hadis riwayat Abu Dawud,Al-Tirmidzi,dan hadis ini 

dipandang sahih oleh Ibnu hibban.
18

 

 

Sedangkan Allah Ta’ala menghukum para pelanggar di dunia 

sebelum disiksa nanti di akhiratnya.
19

  Sesuai dengan hadis Nabi saw : 

 

 

 

                                                           
17

 Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, Nailul Authar Jilid 9, (Surabaya : PT. Bina Ilmu 

Offset, 2009), 279. 
18

 Masjfuk Zuhdi. Masail Fiqhiyah, (Jakarta :PT Toko Gunung Agung, 1997),  23. 
19

 Labib Mz, Aneka Problema Wanita Moderen : Membahas Berbagai Problem Wanita Dalam 

Bentuk Tanya-Jawab, (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, tahun 2006), 118. 
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رأَْنَ بَِ           20يْضَةٍ الََا لاتَُ ؤْطأَُ الْْبََا لََ حَتََّّ يَضَعْنَ وَلَا الْْيََا لََ حَتََّّ يَسْتَب ْ
Ingatlah ! tidak boleh disetubuhi wanita-wanita hamil,  sehingga 

mereka melahirkan, dan tidak boleh pula disetubuhi wanita-wanita 

tidak hamil, sehingga jelas bersih rahimnya karena mentruasi.‛ 

Hadis ini disampaikan Nabi dalam kasus tawanan perang Authas.
21 

 

Sudah jelaslah dari ketiga hadits di atas menjelaskan haramnya 

menggauli wanita hamil karena zina dan dari kedua pendapat Imam 

Mazhab sudah menunjukkan bahwa diharamkannya pernikahan wanita 

hamil oleh selain yang menghamili dengan pertimbangan dan ketentuan 

syarat bagi si pelaku zina agar jera akan perbuatannya serta demi 

kemaslahatan anak yang dikandung dan dilahirkannya ke dunia kelak. 

Abu Yusuf dan Zufar berpendapat, tidak boleh melaksanakan akad 

terhadap perempuan yang tengah hamil akibat hubungan zina, karena 

kehamilan ini mencegah persetubuhan, maka dilarang juga pelaksanaan 

akad, sebagaimana kehamilan juga mencegah penetapan nasab.  

Maksudnya, sebagaimana tidak sah dilaksanakan akad terhadap perempuan 

yang hamil yang bukan karena hubungan zina, maka tidak sah dilaksanakan 

akad terhadap perempuan yang hamil akibat perbuatan zina.
22

 

Ini sesuai anjuran agama Islam untuk menjaga kesucian dan 

kehormatan wanita. Berdasarkan firman Allah surat An-Nu  r ayat 3: 

                                                           
20

 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh, Vol. II, (Cairo : Al-Maktabah al-

Yusufiyah, 1931),  32-33. 
21

 Syarif Ridha, Al-Majazah al-Nabawiyyah, Muassasah al-Halabi wa Syurakauh, Cairo , 1967 

139-141. 
22

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 9..., 145. 
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  ‚Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang 

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau 

laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-

orang yang mukmin.
23

(QS. An-Nu  r ayat 3). 

 

Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin 

dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.
24

 Menurut penulis, maka 

tidak selayaknya ayah (wali mujbir ) menikahkan wanita hamil dengan 

selain yang menghamili. Karena dapat mengakibatkan perkawinan tersebut 

tidak sesuai dengam tujuannya. Dan mengakibatkan hal-hal buruk yang 

tidak sesuai dengan persyaratan pernikahan.  

Kemudian, analisis terhadap KHI  perlunya digaris bawahi dalam 

menetapkan hukum Islam berdasarkan KHI Pasal 53 ayat (1)  yang 

berbunyi :‛1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan 

pria yang menghamilinya‛.25
 Kata ‚dapat ‚ berarti dapat dikawinkan 

dengan pria yang tidak menghamili. Akan tetapi, penulis tidak mensetujui 

jika,  kasus ini dianalisis berdasarkan KHI pasal 53 ayat (1) karena 

bertentangan dengan cakupan permasalahan didalamnya.  

Kesimpulan penulis mengatakan bahwa hukum Islam terhadap 

tindakan wali mujbir adalah tidak sah bagi seorang wali mujbir menikahkan 

                                                           
23

 Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

543. 
24

 Ibid., 543. 
25

 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. 
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wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili. Penulis 

sependapat dengan Abu Yusuf dan Zuhar, Imam mazhab Hanbali dan 

Maliki. Dikarenakan hilangnya pemberlakuan hak ijba>r kepada wanita 

hamil karena zina atau kehilangan keperawanannya. Mazhab Maliki dan 

Syafi’i mengatakan hukumnya wanita ini disamakan janda atau tidak 

bersuami lagi. Jadi, pernikahan ini  fasid atau rusak dan wajib di fasakh 

(dibatalkan), penulis menunjukkan terhadap Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 71 poin f  bahwa ‚suatu perkawinan 

dapat dibatalkan apabila : perkawinan yang dilaksanakan dengan 

paksaan‛.
26

 Penulis menyimpulkan bahwa tidak ada yang menjelaskan 

khusus tentang teori obyek untuk pemberlakuan hak ijba@r  untuk wanita 

hamil. Dengan demikian, penulis menganggap bahwa tidak berhak wali 

mujbir  dalam melakukan wewenangnya sebagai wali nikah.  

Padahal, jika tidak ada persetujuan dari calon pengantin wanita 

tidaklah sah. Nikah karena tekanan atau bukan karena kehendak sendiri 

dari calon pengantin yang bersangkutan tidak sah menurut Syafi’i. Bila 

tidak ada indikasi kehendak.
27

  

Dan sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wajib bagi wali 

untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon pengantin wanita (istri) 

dan mengetahui keridhaannya sebelum diakadnikahkan. Hal ini karena 

                                                           
26

 Tim Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan), 

Bandung, tahun 2012), 22. 
27

 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Pernak-Pernik Hukum Munakahat 

(Kumpulan Hasil Seminar dan Bahtsul Masa’il), (Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Bangkalan, tahun 2012), 122. 
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perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, 

kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidaklah 

akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui 

sebelumnya. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila seorang 

wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk 

mengawinkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan, maka wali 

tersebut tidak boleh menolak permintaan itu.
28

  

Maka hukumnya tindakan wali tersebut haram untuk memaksanya. 

Maka perlunya wali mujbir (ayah) ini menimbang-nimbang sebab dan 

akibat dari segi sisi positif dan negatif dalam permasalahan ini. Supaya, si 

pelaku zina ini mempertanggungjawabkan atas dirinya lebih-lebih 

mengutamakan si anak yang akan dilahirkannya ke dunia dan diasuh 

dengan baik. Karena tujuan perkawinan adalah semata-mata karena 

didorong oleh kebutuhan biologis serta untuk meneruskan kelangsungan 

hidup, didasari oleh tujuan untuk beribadah kepada Allah.
29

  

Sesungguhnyalah, pertemuan antara dua anak manusia yang 

berlainan jenis itu merupakan hal yang sangat manusiawi, karena semua itu 

didorong oleh fitrahnya, atau didorong oleh nalurinya. Ia merupakan suatu 

gejala manusia yang telah berlangsung sejak munculnya manusia pertama 

kali yaitu Nabi Adam a.s. dan Hawa. Demi kemaslahatan dan antisipasi 

bersama terutama untuk si ibu dan si anak dalam masalah kehidupan ada 

                                                           
28

 Abdul Aziz Dahlan. , Ensiklopedi  Hukum  Islam Jilid 4..., 1339. 
29

 Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih, (Yogyakarta : Citra 

Karsa Mandiri, Cet-4 2009), 255. 
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keterkaitan hubungan erat. Demi menjaga keturunan dan kehormatan 

maka, perlunya ada pertanggung jawaban dari pihak ayah (calon suami) 

untuk menafkahi semua keperluan hidupnya. 


